
 

 

BUPATI  KAPUAS  HULU 
                                                                                                                             

PERATURAN BUPATI KAPUAS HULU 

NOMOR      23     TAHUN 2012 

TENTANG 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KAPUAS HULU 

NOMOR 1 TAHUN 2012 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN 
 PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2012 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI KAPUAS HULU, 

 

 
 
 

 
 
 

 
 

  
 
 

Menimbang  

 

: bahwa untuk memenuhi ketentuan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2011 tentang Pedoman 

Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012, bahwa  Program dan kegiatan yang 

dibiayai dari dana transfer dan sudah jelas peruntukannya seperti Dana Penyesuaian, Dana Alokasi Khusus dan 

Bantuan keuangan yang bersifat khusus serta pelaksanaan kegiatan dalam keadaan darurat dan/atau mendesak 

lainnya, yang belum cukup tersedia dan/atau belum dianggarkan dalam APBD, dapat dilaksanakan mendahului 

penetapan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dengan mekanisme melakukan perubahan Peraturan Bupati 

tentang Penjabaran APBD, makan perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati 

Kapuas Hulu Nomor 1 Tahun 2012 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 

2012; 

 

   

                                                 



 

 

2 

 

Mengingat 
 

: 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang 

Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) 

sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 1820); 

2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan sebagaimana telah 

diubah dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 

130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3988); 

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang  Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor  4286); 

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang  Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor  4355); 

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor  4400); 

6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor  4421); 

7. Undang-Undang  Nomor  32  Tahun  2004  tentang  Pemerintahan  Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah 
beberapa kali dan yang terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas 

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 

8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 

9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049); 

10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor  5234); 

 

 



 

 

3 

 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan  Atas Penyelenggaraan 
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4090); 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138); 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139); 

14. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502 ); 

15. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503); 

16. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2005 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4570); 

17. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575); 

18. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576); 

19. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah Kepada Daerah  (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577); 

20. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 

21. Peraturan Pemerintah Nomor 65  Tahun 2005 tentang Pedoman  Penyusunan dan Penerapan  Standar Pelayanan 
Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4585); 

22. Peraturan Pemerintah Nomor 8  Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah  
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4614); 
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23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13  Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah  
sebagaimana telah diubah beberapa kali dan yang terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 
Tahun 2011; 

24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22  Tahun 2011 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012; 

25. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor  10 Tahun  2009  tentang Pokok – pokok  Pengelolaan 
Keuangan Daerah; 

26. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 1 Tahun  2012  tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Tahun Anggaran 2012; 

27. Peraturan Bupati Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 1 Tahun  2012  tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Tahun Anggaran 2012; 

 

MEMUTUSKAN  : 

Menetapkan : PERATURAN BUPATI   TENTANG   PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KAPUAS HULU NOMOR 1 TAHUN 2012 
TENTANG PENJABARAN  ANGGARAN  PENDAPATAN  DAN  BELANJA   DAERAH  TAHUN ANGGARAN 2012. 

Pasal   I 

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 1 Tahun 2012 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut : 

Pasal  1 

Anggaran   Pendapatan   dan   Belanja  Daerah  Tahun   Anggaran   2012   semula   berjumlah   Rp.  905.505.703.482,00   
bertambah  sebesar  Rp. 48.454.141.000,00 sehingga menjadi sebesar Rp. 953.959.844.482,00 dengan rincian sebagai berikut  : 

1. Pendapatan Daerah sebagaimana  dimaksud dalam Pasal 1 semula sebesar Rp. 825.838.195.000,00 bertambah sebesar 
Rp.48.454.141.000,00 sehingga menjadi sebesar Rp. 874.292.336.000,00 dengan rincian terdiri dari : 

a. Pendapatan Asli Daerah sejumlah      Rp.    20.000.000.000,00 

b. Dana Perimbangan sejumlah      Rp.  800.838.195.000,00 

c. Lain – Lain Pendapatan Daerah  yang sah sejumlah   Rp     53.454.141.000,00 
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2. Belanja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 semula sebesar Rp. 897.619.266.482,00 bertambah sebesar 
Rp.48.454.141.000,00 sehingga menjadi sebesar Rp. 946.073.407.482,00 dengan rincian terdiri dari : 

a. Belanja  tidak langsung  berjumlah Rp. 415.982.219.602,00 dengan rincian : 

1). Belanja pegawai  sejumlah      Rp. 341.836.036.800,00 

2). Belanja bunga  sejumlah      Rp.                       0,00 

3). Belanja subsidi sejumlah      Rp.                       0,00 

4). Belanja hibah sejumlah       Rp.   16.685.000.000,00  

5). Belanja bantuan sosial sejumlah     Rp.       945.000.000,00 

6). Belanja bagi hasil sejumlah      Rp.                       0,00 

7). Belanja bantuan keuangan sejumlah    Rp.   52.689.450.000,00 

8). Belanja tidak terduga sejumlah      Rp.     3.826.732.802,00 

  
b. Belanja langsung berjumlah Rp. 530.091.187.880,00 dengan rincian : 

1). Belanja pegawai  sejumlah      Rp.   28.105.662.800,00 

2). Belanja barang dan jasa sejumlah     Rp. 219.182.962.381,00 

3). Belanja modal sejumlah       Rp. 282.802.562.699,00 

                            Surplus/(Defisit)       Rp. (51.563.437.500,00) 

 

3.     Pembiayaan : 

a. Penerimaan      Rp.   60.563.437.500,00 

b. Pengeluaran      Rp.     9.000.000.000,00 

     Jumlah Pembiayaan Neto     Rp.  51.563.437.500,00 (-) 

    Sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan Rp.                        0,00 
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Pasal   2 

Ringkasan Penjabaran APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran I  yang merupakan bagian tidak 
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 

Pasal   3 

Penjabaran APBD  bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah yang mengalami Perubahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dirinci 
lebih lanjut dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 

Pasal   4 

Pelaksanaan penjabaran APBD yang ditetapkan dalam peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran 
Satuan Kerja Perangkat Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta dijadikan dasar 

pelaksanaan mendahului Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Tahun Anggaran 2012. 

Pasal  II 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini  dengan penempatannya dalam Berita  
Daerah Kabupaten Kapuas Hulu 

 

       Ditetapkan di Putussibau 
       pada tanggal  14 Mei 2012        

BUPATI KAPUAS HULU, 

TTD 

 
A.M. NASIR 

 

Diundangkan di Putussibau 
pada tanggal 15 Mei 2012 
 
 
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU, 
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TTD 
Ir. H. M. SUKRI 
Pembina Utama Muda 
NIP. 19590922 198903 1 004 
 
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU TAHUN 2012  
NOMOR 303 
 


